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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL (STUDI DI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA PALEMBANG)

Eggi Sahputra; dibimbing oleh Yoyok Hendarso dan M. Nur Budiyanto

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana proses implementasi
kebijakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Kota Palembang dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang dengan
menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan
ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini
adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kota Palembang yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan
staf/pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan
penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kota Palembang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hasil
analisis menunjukkan bahwa penilaian kinerja belum dilakukan oleh atasan
langsung serta belum tepat waktu dan dipengaruhi oleh pengalaman dalam
melaksanakan kebijakan sebelumnya yaitu daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
atau DP3. kepemimpinan kelompok sasaran maupun organisasi pelaksana yang
belum memiliki komitmen yang tinggi dan belum bersikap tegas dalam
menerapkan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan baik dan belum
optimalnya pengawasan yang dilakukan serta masih melekatnya nilai-nilai yang
berlaku pada PNS yaitu rasa kekeluargaan dan tolong-menolong diantara mereka.
Sehingga diperlukan kajian terhadap mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja
Pegawai Negeri Sipil yang lebih mudah dan efektif.

Kata kunci: Penilaian, Kinerja, Pegawai Negeri Sipil, Implementasi

Pembimbing Pertama Pembimbing Kedua

Dr.’Yoyok Hendarso, MA. Dr. M. Nur Budiyanfto, S.

// —x
Koordmator Program Studi
& / Mag\ster Admmlstrasx Publik

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CIVIL SERVANT PERFORMANCE APPRAISAL
POLICY (A STUDY OF THE DEPARTMENT OF COOPERATIVES AND

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF PALEMBANG CITY)

Eggi Sahputra; guided by Yoyok Hendarso and M. Nur Budiyanto

This study aims to analyse how the implementation process of the
performance appraisal policy of Civil Servants in the Office of Cooperatives and
Small and Medium Enterprises of Palembang City and analyse the factors that
influence the implementation of the performance appraisal policy of Civil
Servants in the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of
Palembang City by using descriptive qualitative research design. The data sources
used are primary data and secondary data. Data collection techniques were
conducted using in-depth interviews, observation and documentation. The
informants in this study were civil servants at the Palembang City Office of
Cooperatives and Small and Medium Enterprises consisting of structural officials,
functional officials and staff/implementers. The results showed that the
implementation of the performance appraisal policy of civil servants at the
Palembang City Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises has
not been running properly. The results of the analysis show that performance
appraisals have not been carried out by direct supervisors and are not timely and
are influenced by experience in implementing previous policies, namely the list of
job performance appraisals or DP3. the leadership of the target group and the
implementing organisation that does not have a high commitment and has not
been firm in implementing the performance appraisal of civil servants properly
and the lack of optimal supervision carried out and the inherent values that apply
to civil servants, namely a sense of kinship and help among them. Therefore, it is
necessary to study the mechanism for implementing performance appraisal of
civil servants that is easier and more effective.

Keywords: Assesment, performance, Civil Servants, Implementation
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan PPPK
yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil atau yang
disingkat dengan PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil
sebagai unsur aparatur pemerintah, pegawai sekaligus abdi negara dan abdi
masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai perencana,
pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang
profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan

Nepotisme (KKN) serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan hal di atas agar pemerintah dan pembangunan nasional
dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan aparatur sipil negara sebagai
pelaksana kebijakan dan pelayanan publik untuk menjalankan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya dengan profesional, kompeten, dan memiliki
integritas sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara

maksimal dan akan teciptanya kinerja yang baik.

kinerja merupakan bagian yang sangat penting dan menarik karena
terbukti sangat penting manfaatnya, suatu lembaga atau organisasi menginginkan
karyawan untuk bekerja sungguh-sungguh dengan kemampuan yang dimiliki
untuk mencapai hasil kerja yang baik, tanpa adanya kinerja yang baik dari seluruh
karyawan maka keberhasilan dalam mencapai tujuan akan sangat sulit tercapai.
Kinerja pada dasarnya mencakup mental dan perilaku yang selalu mempunyai
pandangan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan saat ini harus lebih berkualitas,
tanpa adanya kinerja yang baik maka tidak ada pula pelayanan yang baik. dalam

menciptakan kinerja yang baik maka diperlukan suatu penilaian.



Penilaian kinerja pegawai merupakan salah satu bagian dalam
manajemen kepegawaian yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan
suatu organisasi. Menurut Eko Widodo dan Suparno (2015:130) menjelaskan
“Penilaian kinerja ialah suatu evaluasi terhadap tingkat kinerja seseorang
dibandingkan dengan standar kinerja yang telah ditentukan, guna bahan
pertimbangan dalam menentukan promosi, kompensasi, perlunya pelatihan atau
pengembangan, maupun untuk pemberhentian seseorang.” Pada dasarnya
penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu
dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Menurut Becker, Huselid, dan
Ulrich. 2001 (dalam Pfefer, Jeffrey 2002:166) berpendapat “Sistem pengukuran
sumber daya manusia yang efektif mempunyai tujuan penting yaitu memberikan
petunjuk bagi pembuatan keputusan dalam organisasi dan berfungsi sebagai dasar
untuk mengevaluasi kinerja sumber daya manusia.”

Pegawai memerlukan umpan balik atau feedback berkenaan dengan
prestasi karyawan tersebut. Penilaian menyediakan kesempatan untuk
memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan pegawai, dan untuk menyusun
rencana peningkatan kinerja. Pelaksanaan penilaian kinerja yang obyektif akan
mengungkapkan apakah pegawai tersebut sudah bekerja sesuai denga napa yang
diingikan oleh organisasi. Menurut Sulistiyani (2009) Fungsi penilaian kinerja
pegawai adalah sebagai bahan untuk :

1. Melakukan penyesuaian kompensasi

2. Perbaikan kinerja

3. Kebutuhan latihan dan pengembangan

4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi pemecatan,
pemberhentian, dan perencanaan pegawai

5. Kepentingan penelitan pengembangan pegawai

6. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai

Penilaian hasil pekerjaan pegawai negeri sipil dilakukan pada tiap akhir
tahun oleh atasan langsung pegawai bersangkutan. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 tahun 1979, penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau yang dikenal dengan DP3. Setelah

tiga puluh (40) tahun pelaksanaannya, DP3 dinilai tidak mampu mengukur
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pencapaian kinerja pegawai dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sehingga kemudian disempurnakan atau diperbauri dan diatur melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2019 tentang penilaian kerja
Pegawai Negeri Sipil ini mengatur antara lain, Substansi Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas penilaian perilaku kerja dan penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pembobotan Nilai Sasaran Kinerja Pegawai atau
yang disingkat SKP, dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil, Pejabat penilai dan
Tim Penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil, cara penilaian, tindak lanjut penilaian
berupa pelaporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan kinerja, dan sanksi

serta keberatan dan sistem informasi kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2019, penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin
objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada sistem
prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat wunit atau organisasi, dengan memperhatikan target,

capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai Negeri Sipil.

Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan
PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang
dicapai, serta perilaku PNS.

Pertama-tama yang perlu dipahami adalah dari mana penilaian kinerja itu
berasal. Menurut aturan terbaru, ada dua aspek penilaian kinerja PNS, yaitu hasil
kerja yang dicapai pada unit kerja sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),
dan penilaian terhadap perilaku kerja. SKP ini adalah rencana kinerja dan target
yang akan dicapai pada periode tertentu. PP Nomor 30 Tahun 2019 memberikan
kebebasan untuk menggunakan pengukuran kinerja setiap bulan, triwulan,

semesteran atau tahunan. Prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
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SKP itu pada dasarnya memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS

setiap tahun.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini, penilaian Kinerja PNS

dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut:

1. Sangat Baik, apabila PNS memiliki: 1) nilai dengan angka 110 (seratus
sepuluh) — 120 (seratus dua puluh); dan 2) menciptakan ide baru dan/atau
cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi
organisasi atau negara;

2. Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan puluh) —
angka 120 (seratus dua puluh); c. Cukup, apabila PNS memiliki nilai
dengan angka 70 (tujuh puluh) <- angka 90 (sembilan puluh);

3. Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) — angka
70 (tujuh puluh); dan

4. Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka < 50 (lima
puluh).

Adapun unsur-unsur yang digunakan dalam penilaian kinerja Pegawai
Negeri Sipil dalam peraturan ini terdiri dari Sararan Kinerja Pegawai (SKP) dan
perilaku kerja. Sasaran Kinerja Pegawai adalah unsur tambahan yang tidak ada
dalam penilaian kinerja sebelumnya. Dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil
dalam penyusuan Sasaran Kinerja Pegawai sangat dibutuhkan sehingga penilaian
lebih objektif karena disusun berdasarkan keinginan dan merupakan keharusan
bagi yang bersangkutan. Sasaran Kinerja Pegawai berisi target pekerjaan yang
harus dicapai dalam 1 (satu) tahun, yang harus dibuat pada awal tahun berikutnya
yang disetujui oleh atasan langsung. Sasaran Kinerja Pegawai meliputi berbagai
aspek yaitu:
1. Aspek kuantitas atau target output yang harus diselesaikan dalam waktu 1

(satu) tahun.

2. Aspek kualitas atau target kualitas ialah mutu hasil kerja yang terbaik, target
kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).
3. Waktu atau target ialah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan.
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Sedangkan aspek penilaian pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun

2019 mempunyai aspek penilaian yang meliputi :

1. Orientasi Pelayanan yaitu sikap dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain
meluputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi
lain.

2. Integritas yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan
etika dalam organisasi.

3. Komitmen yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan
tindakan Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan
mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan diri sendiri atau
golongan.

4. Disiplin yaitu kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban
dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

5. Kerja sama yaitu kemauan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk
bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta
instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang
ditentukan sehingga dapat mencapai daya guna yang sebesar-besarnya.

6. Kepemimpinan yaitu kemampuan dan kemauan Pegawai Negeri Sipil untuk
memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan
dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi (bagi pejabat
struktural).

Peraturan ini menjadi acuan atau peraturan yang disempurnakan dalam
pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dan diharapkan
dapat memperbaiki sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selama ini
terjebak dalam formalitas belaka, dan bukan berdasarkan pada kondisi yang
sebenarnya terjadi. Sehingga hasil penilaian tersebut tidak dapat digunakan
sebagai data yang akurat untuk menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil. Jika hal
tersebut tidak menjadi perhatian untuk segera diperbaiki, maka akan

menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan publik yang dilakukan Pegawai
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Negeri Sipil kepada masyarakat yang mempengaruhi citra Pegawai Negeri Sipil di
mata masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat anggapan di masyarakat bahwa
kinerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia masih belum baik, adanya stigma
negatif, seperti malas, kinerja rendah, tidak profesional, tidak disiplin dan lain
sebagainya masih terus melekat pada diri Pegawai Negeri Sipil. Pada penelitian
ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai kelompok sasaran dari penilaian kinerja
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keterangan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) menyampaikan bahwa kinerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia
yang belum baik. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)
melalui Direktorat Jabatan ASN melalui Forum Discussion Group Penyusunan
Laporan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tahun 2023
menyampaikan bahwa data hasil [P ASN pada tahun 2022 masih jauh dari yang
diharapkan, terdapat instansi yang mendapatkan penilaian sangat rendah serta
terdapat beberapa instansi yang masih terkendala pada dimensi penilaian IP ASN.
Hal tersebut menandakan bahwa kinerja Pegawai Negeri Sipil masih belum
membaik. Berdasarkan data The Woldwide Governance Indicators dari bank dunia
juga menunjukan bahwa efektifitas pemerintah (government effectiviness)
Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia

Tenggara seperti Singapura dan Malaysia, sebagaimana disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Indeks Government Effectiveness

Negara 2020 2021 2022
Singapura 2,28 2,25 2,14
Malaysia 1,02 0,95 0,99
Indonesia 0,32 0,35 0,44

Sumber : The Wordwide Governance Indocators dari World Bank

Hal tersebut juga disinggung oleh Menteri Dalam Negeri yang
mengatakan bahwa kalau pelayanan bisa dipermudah jangan dipersulit, hal
tersebut merupakan singgungan kepada PNS yang bekerja dengan meminta dan
mengharapkan imbalan.

(https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/16081611/mendagri-kalau-

pelayanan-bisa-dipermudah-jangan-dipersulit/; diakses pada 23 April 2024).
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Hal ini juga terjadi pada Pemerintahan Kota Palembang sebagaimana
dimuat didalam berita Transparan Merdeka Adapun isi berita tersebut yaitu
kinerja Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin Walikota Harnojoyo dinilai
belum bagus dengan bukti dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan, pemerintahan di Ibu
kota Sumatera Selatan ini hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun
2022. Opini WDP itu penurunan yang nyata kinerja Pemkot Palembang belum
baik dibanding tahun sebelumnya.

(https://transparanmerdeka.com/wdp-bukti-kinerja-pemkot-palembang-tidak-

bagus-stop-tunkin-dan-tpp/; diakses pada 23 April 2024).

Data dari ombudsman pada tahun 2022 juga menunjukan bahwa
Pemerintah Daerah merupakan instansi yang memiliki jumlah laporan dengan
dugaan maladministrasi terbanyak sejumlah 8.292 laporan sebagaimana pada

tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Kelompok Instansi
Terlapor dan Dugaan Maladministrasi di Indonesia pada tahun 2022

No Instansi Terlapor Jumlah Laporan
(unit)
1. | Pemerintah Daerah 4.008
2. | Badan Pertanahan Nasional 878
3. | Kepolisian 683
4. | BUMN/BUMD 628
5. | Instansi Pemerintahan/Kementerian 517
6. | Lembaga Pendidikan Negeri 342
7. | Perbankan 247
8. | Lembaga Peradilan 240
9. | Lembaga Pemerintah Non Kementerian 146
10. | Rumah Sakit Pemerintah 92
11. | Komisi Negara/Lembaga Negara 86
Non Struktural
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12. | Kejaksaan 84
13. | Lembaga Pendidikan Swasta 84
14. | Badan Swasta/Perorangan 79
15. | Lain-lain 95
16. | Peorangan 25
17. | Tentara Negara Indonesia 23
18. | DPR/MPR 20
19. | Rumah Sakit Swasta 16
20. | Badan Pemeriksaan Keuangan 2
Total 8.292

Sumber : Laporan Tahunan Ombudsman 2022

Tabel 1.2. di atas menunjukan bahwa dari 20 instasi terlapor jumlah
laporan terbanyak yaitu pada instansi pemerintah daerah sebanyak 4.008 laporan
dengan dugaan maladministrasi yaitu berpihak, diksriminasi, konflik kepentingan,
penundaan berlarut, penyalahgunaan, penyimpangan prosedur, permintaan
imbalan uang barang dan jasa, tidak kompeten, tidak memberikan pelayanan dan
tidak patut.

Memasuki tahun keempat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30
tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota
Palembang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota
Palembang sebagai salah satu instansi yang berada di Pemerintah Kota Palembang
terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai Negeri
Sipil, salah satunya adalah dengan melakukan sosialiasi kepada Pegawai Negeri
Sipil di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PNS
dalam melakukan penyusunan dan penilaian kinerja mengingat masih banyaknya
PNS yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun sasaran kerja pegawai dan
masih banyaknya PNS yang mengacuhkan pentingnya dalam menyusun sasaran
kerja pegawai dengan baik dan benar.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palembang pada tahun
2023 berjumlah 10.511 orang yang tersebar di 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan 18 Kecamatan yang merupakan aset berharga bagi keberhasilan pemerintah
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dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga perlu
mendapatkan perhatian serius agar dapat diberdayakan dengan optimal. Begitu
sebaliknya, akan menjadi ancaman bagi pemerintah apabila tidak mampu
memberdayakan sumber daya manusia aparaturnya dalam hal ini Pegawai Negeri
Sipil. Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan Pegawai
Negeri Sipil dengan menggunakan sumber data yang berasal dari penilaian kinerja
yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang merupakan salah satu
instansi yang melaksanakan penilaian kinerja pegawai negeri sipil di pemerintah
kota Palembang.

Sebagai salah satu instansi pelaksana penilaian kinerja pegawai di
Pemerintah Kota Palembang dituntut untuk dapat menerapkan penilaian kinerja
pegawai secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang, bahwa salah

satu tugasnya adalah mengelola dan melaporkan hasil capaian kinerja pegawai.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai yang telah mengumpulkan SKP
per 23 Maret 2024

No | Jumlah Jumlah Pegawai yang Jumlah Pegawai yang
(Orang) sudah mengumpul SKP belum mengumpul SKP
1. 52 2 50

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang
Tahun 2024

Berdasarkan data di atas yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Kota Palembang
menunjukan bahwa sampai dengan 23 Maret 2024 baru terdapat 2 Pegawai Negeri

Sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang dari
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total jumlah Pegawai Negeri Sipil 52 orang yang telah menyelesaikan penyusunan
sasaran kinerja pegawai dan mendapatkan persetujuan dari atasan langsungnya.
Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019 tepatnya pada pasal 51 secara jelas
dinyatakan bahwa Dokumen penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang
oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Tim Penilai Kinerja PNS dan Pimpinan
Unit Kerja paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Penyelesaian penilaian kinerja tahun 2023 seluruh Pegawai Negeri Sipil
pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang sesuai
dengan data yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang baru dapat
diselesaikan pada bulan Maret 2024, 2 bulan lebih lama dari waktu yang
ditentukan yakni pada bulan Januari 2024, pada pasal 56 Peraturan Pemerintah
nomor 30 tahun 2019 menyebutkan sanksi bagi pejabat penilai yang tidak
melakukan penilaian terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya
paling lambat bulan Januari tahun berikutnya juga akan dijatuhi sanksi
administrasi sampai dengan pemberhentian.

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di atas kertas selama ini selalu
menunjukan hasil yang baik, namun kondisi di lapangan berdasarkan data
menunjukan hal sebaliknya. Masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil melakukan
kegiatan yang kurang produktif pada jam kerja. Fakta seperti inilah hanya bisa
didapatkan melalui pengamatan dan observasi secara langsung. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa masih terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kinerja
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota
Palembang dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun
2019. Permasalahan ini muncul disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Mengabaikan target pekerjaan sehingga banyak waktu yang digunakan untuk
hal-hal yang kurang produktif;

2. Penilaian kinerja yang kurang objektif;

3. Kekurangpahaman Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyusunan
Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaiannya;

4. Mengabaikan pentingnya Sasaran Kinerja Pegawai;

5. Belum berjalannya fungsi evaluasi pelaksanaan kinerja pegawai;
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Penilaian kinerja pegawai begitu penting bagi pemerintah sehingga
sanksi akan diberikan kepada mereka yang tidak melaksanakannya. Secara jelas
disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019 pasal 56
menyebutkan sanksi bagi pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian terhadap
setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya paling lambat bulan Januari
tahun berikutnya juga akan dijatuhi sanksi administrasi sampai dengan
pemberhentian.

Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan data terdapat indikasi
ketidaksesuaian antara pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang terjadi di
lapangan dengan apa yang seharusnya dilakukan belum sesuai dengan
perundangan yang berlaku. Permasalahan yang ditemukan antara lain penyusunan
Sasaran Kerja Pegawai yang seharusnya disusun pada awal tahun bulan Januari
tetapi baru dilakukan pada awal tahun bulan Maret, penilaian kinerja dan perilaku
kerja pada awal tahun bulan Maret dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat
yang berwenang, penilaian cenderung belum objektif, belum berjalannya fungsi
dari penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Kota Palembang belum melakukan wupaya dalam
mengkoordinasikan pengumpulan hasil penilaian secara terpusat untuk dilakukan
evaluasi dan dijadikan bahan dalam membuatan kebijakan organisasi.

Mengingat pentingnya penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil bagi
pengembangan organisasi dan peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil
khususnya bagi Pemerintah Kota Palembang, maka perlu dilakukan penelitian
mengenai bagaimana implementasi kebijakan penilaian kinerja Pegawai Negeri

Sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana proses implementasi kebijakan penilaian kinerja Pegawai Negeri

Sipil pada Dinas Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang
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Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penilaian kinerja
pegawai negeri sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kota Palembang

Tujuan Penelitian

Memperhatikan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis:

1.

1.4.

Bagaimana proses implementasi kebijakan penilaian kinerja Pegawai Negeri
Sipil pada Dinas Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penilaian kinerja
pegawai negeri sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kota Palembang

Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang informatif dan
menambabh literatur serta pengembangan teori yang berhubungan dengan ilmu
Administrasi Publik.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang maupun instansi pemerintah
lainnya sebagai masukan dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai

Negeri Sipil.
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Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Kota Palembang.



